SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 4L TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ket

Mengingat

b. bahwa untuk menyusun Peraturan Wali

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

entuan Pasal 79 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, dalam menyusun rancangan

Peraturan Wali Kota perlu dibentuk Tim Penyusunan,
Kota tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024, perlu

ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharman Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah, bebarapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang:
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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H

10

13.

Peratian Pemerintaly Nomor 30 Tahun 2019 tenting
Penflatan Kinerjn Pegawnl Neger Hipi (Lembaran Neparn
Republil Indonenta Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonestn Nomaor 6.) 10),
Peraturan Pemerintnh Nomor 94 Tanhan 2021 tentnng
Distphine Pegawal Negerd Sipll (Lembaran Nepgnrn Repuhlik
Indonenta Tahan 2021 Nomor 202, Tambahan Lembiran
Negara Republik Indonesin Nomor 6718),

Peraturan Mentert Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Deritn
Negarn: Republik Indonesin: Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagnimana telah diubah dengan Pernturan Menterd
Dalam Negerd Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubnhan
Atas Peraturan Menterd Dalam Negert Nomor 80 Tahun
2005 tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Berita: Negaran: Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor
167),

Pernturan Mentert Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolann Keuangan Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

- Keputusan - Menteri Dalam - Negernn Nomor  900-4700

Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3),
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MEMUTUSKAN :

Menetaphkan |

KESATU

KEDUA

. Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wall Kota

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawnl Aparatur Sipil Negara
DI Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan
susunan dan keanggotaan sebagal berikut ;

n, Pengarah ¢ Sekretaris Dacrah Kota Pagar Alam;

b, Ketun . Asisten Administrasi  Umum  Sekretariat

Daerah Kota Pagar Alam;
c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;

a. Anggota 1, Inspektur Dacrah Kota Pagar Alam;

2, Kepala Badan Keuangan Daecrah Kota
Pagar Alam;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Dacrah Kota Pagar Alam;

4, Kepala  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pagar Alam;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;

6. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;

7. JF Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;

8. Analis / Pengelola pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan
kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
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KETIGA

KEEMPAT

b,

d,

¢,

Pernturan Wall Kota tentang

menyusun draft. Rincangan
Sipil Negarn 1)

Tambalinn Penghanllan Pegawal Aparatur
Pemerintah Kota Pagar Alam Tuhun 2024,

Lingkungan
dengan Perangkat Daernh dan Unit

melakukan koordinasi

Kerjn terkalt;
melakukan pengkajlan dan pembahasan  substansi mater)

muntan Rancangan Peraturan Wall Kota tentang, Tambahan
Penghasilan Pegawal Aparatur Sipll Negara DI Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

melakukan  harmonisasi  substansi materi  Rancangan

Peraturan Wall Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur SIpil Negara DI Lingkungan Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun 2024;

melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun 2024,

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam,

: Segala  biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Pagar Alam Tahun Anggaran 2024,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal #3 Maret &v24
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA





